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RINGKASAN

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu SKPD yang
menyajikan informasi mengenai laporan kinerja keuangan secara online di website.
Dengan adanya layanan informasi keuangan ini yang bisa diakses oleh masyarakat,
hal ini menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas di Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai peranan
teknologi informasi dalam membantu penerapan standar akuntansi pemerintahan pada
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui akuntabilitas dan transparansi
keuangan di situs web.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode survey dengan
cara penyebaran kuesioner kepada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Provinsi
Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas akuntabilitas, transparansi, dan
pengawasan yang merupakan variabel independen, dan standar akuntansi
pemerintahan merupakan variabel dependen. Uji analisis atas penelitian ini
menggunakan alat uji regresi linear berganda dan software yang digunakan untuk
menguji penelitian ini menggunakan program SPSS.

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 16,0 menunjukkan bahwa: (1)
akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan (hasil uji t sebesar 0,922 > sig 0,005). (2) transparansi tidak
berpengaruh signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (hasil
uji t sebesar 0,178 > sig 0,05). (3) pengawasan berpengaruh signifikan terhadap
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (hasil uji t sebesar 00,008 < sig 0,05). (4)
akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan( hasil uji F sebesar
0,002 < 0,05).

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Standar Akuntansi
Pemerintahan
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik
pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-
undang bidang keuangan, yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pinpinan
daerah yaitu Gubernur/ Bupati/ Walikota harus menyampaikan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 tahun 2010).

Akuntabilitas pelaporan negara masih banyak memerlukan perbaikan sebagaimana
ditandai dengan masih belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dewasa ini perkembangan sektor publik
di Indonesia semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi Sektor
publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2005).

Warga Indonesia semakin menyadari kebutuhan untuk mendukung badan sektor
publik dengan sistem manajemen yang efektif dan efisien untuk merasionalisasi penggunaan
sumber daya keuangan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dengan demikian,
transparansi informasi diperlukan dalam hal keuangan pemerintah sehingga akuntabilitas
pemerintah dapat difasilitasi dan warga Indonesia mengetahui tentang proses pengambilan
keputusan. Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan
terhadap tujuan, maka perlu adanya pengawasan. Melalui pengawasan diharapkan dapat
membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah
direncanakansecara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja



sudah dilaksanakan dan dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara
untuk membangun dan menjaga legimitasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan
dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif. Sesuai dengan amanat Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam
upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang
dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, informasi tersebut harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau
informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai
mempercayai informasi tersebut. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang
menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat
yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun
2010) terdiri dari: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian
SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan
kualitas laporan keuangan pemerintah yang meliputi akuntabilitas, dan transparansi, dan
pengawasan di Indomesia.

Perkembangan teknologi informasi menyebutkan pertukaran informasi dapat
menembus batas administrasi negara, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian
penyampaian dan respon terhadap suatu informasi sudah dapat diakses dimana saja dan kapan
saja. Teknologi informasi ini mempengaruhi setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat di
seluruh dunia dan salah satunya termasuk pelaksanaan tugas pengawasan yang diemban oleh
Dinas Pendidikan. Dengan berpacu waktu dan kualitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan,
Dinas pendidikan membuat website dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan sebagai media
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tukar menukar informasi antar Dinas, Bawasda Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Instansi lainnya
dan masyarakat. Adanya Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) online di Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu perwujudan dari transparansi dan

akuntabilitas keuangan pada Dinas Pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Apakah akuntabilitas pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan mempunyai pengaruh
positif terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
2. Apakah transparansi pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan mempunyai pengaruh
positif terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
3. Apakah pengawasan keuangan di Dinas Pendidikan mempunyai pengaruh positif

terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap Standar Akuntansi Pemerintah
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintah

3. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah

1.4. Luaran Penelitian
Luaran yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu Publikasi jurnal ber ISSN



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang tetalh ditetapkan secara periodik (SAP, 2010). Pada dasarnya pembuatan laporan
keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung
adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan aktivitas pengelolaan sumber daya publik
(Mardiasmo, 2005).

Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak
pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertannggungjawaban, menyajikan, dan
mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada
pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungajwaban tersebut.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus daat menjadi subjek pemberi informasi
dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi,
dan hak untuk di dengar aspirasinya.

Tiga dimensi akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Politik
Akuntabilitas politik, biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu,
yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi
legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintahan. Masa jabatan kedua kekuasaaan
tersebut bersifat temporer karena mandat pemilu sangat tergantung pada hasil pemilu yang
dilakukan pada interval waktu tertantu.
2. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas finansial, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat
waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang
telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana
publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan
efektif.



Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses
audit, serta kualitas audit. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang serta
penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mangatasi penyalahgunaan, miss-
management, atau korupsi.

3. Akuntabilitas Administratif

Akuntabilitas administratif yaitu kewajiban untuk menjalankan tugas yang
diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia.
Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnhya berkaitan dengan
pelayanan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta
para manajer perusahaan milik negara.

Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu, tetapi ditunjuk
berdasarkan kompetensi teknis. Mereka dipercaya untuk mengelola sejumlah sumber daya

yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang
luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak accountable, masyarakat dapat
menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat
akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk
berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Dalam kenyataan, saat ini pertanggungjawaban keuangan baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah kepada legislatif dapat dikatakan belum memenuhi unsur — unsur
akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai
integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran
pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan
yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi

pemerintah.

2.2 Transparansi

Transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasrkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
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undangan (SAP, 2010). Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik
adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara
memadai dan mudah dimengerti.

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan
kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, yang mudah diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan informasi. Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
infomasi publik, transaparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi
sepuluh (10) elemen, yaitu: (a) manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, (b)
prosedur pelayanan, (c) persyaratan teknis dan administratif pelayanan, (d) rincian biaya
pelayanan, (e) waktu penyelesaian pelayanan, (f) pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab, (g) lokasi pelayanan, (h) janji pelayanan, (i) standar pelayanan publik, dan (j)

informasi pelayanan.

2.3 Pengawasan

Untuk mendeteksi bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada publik,
termasuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana telah ditetapkan diperlukan
media tetentu salah satu media yang dipandang relevan adalah pengawasan internal dan
eksternal. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah pengawasan internal
merupakan salah satu bentuk pengawsan yang dijalankan eksekutif untuk menjamin
tercapainya tujuan pemerintah, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Siegel menegaskan bahwa pengendalian anggaran dapat dilakukan oleh dua kelompok
yaitu: (1) pengendalian yang dilakukan oleh legislatif, dan (2) pengendalian yang dilakukan
oleh eksekutif.. hal ini menandakan pengawasan internal yang dilaksanakan untuk menjamin
efektifitas penggunaan anggaran. Sistem pengendalian internal setiap unit sulit dilaksanakan
karena hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kompleks. Fokus utama sub
sistem pengawsan keuangan adalah para perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi,
bukan pada mesin atau peralatn yang digunakan, karena pengawasan keuangan yang baik
dapat menekankan perilaku manusia yang cenderung melakukan penyimpangan atau

kecurangan.



2.4 Standar Akuntansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32
mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar
akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang
independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah dilandasi oleh Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan
keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP
disusun oleh komite standar yang independen ditetapkan dengan peraturan
pemerintah setelah  mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Pembentukan, susunan, kedudukan keanggotaan dan masa kerja Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP) ditetapkan dengan keputusan presiden (UU No.1 tahun
2004 pasal 57). KSAP Dbertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan
pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar
akuntansi  pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar
tersebut (pengantar SAP). Unsur yang membentuk KSAP adalah unsur Departemen
Keuangan, unsur Departemen Dalam Negeri dan unsur dari Ikatan Akuntan Indonesia
(IAl). KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite
Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite
Konsultatif ~ bertugas memberi  konsultasi  dan/atau  pendapat dalam rangka
perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Laporan keuangan Pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan
prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan
untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang
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berkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pengguna laporan keuangan
pemerintah adalah:

1. Masyarakat;

2. Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas

3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;

4

Pemerintah.

2.5 Hipotesis
Berdasarkan landasan teori dan konsep yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian

ini dirumuskan dengan hippotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Variabel akuntabilitas pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)

Hipotesis 2 : Variabel transparansi pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah mempunyai peengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)

Hipotesis 3 : Variabel pengawasan pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi
Pemrintah (SAP)



3.1

3.2

BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap Standar Akuntansi
Pemerintah
Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap Standar Akuntansi
Pemrintah
Untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan terhadap Standar Akuntansi

Pemerintah

Manfaat Penelitian
Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
informasi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan pada sektor
publik
Masyarakat, dapat menambah wacana mengenai peranan teknologi informasi dalam

penerapan standar akuntansi pemerintahan di Dinas Provinsi Jawa Tengah



BAB 4
METODE PENELITIAN

4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
4.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas,
transparansi, dan pengawasan sebagai variabel independen dengan standar akuntansi
pemerintahah sebagai variabel dependen.

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Akuntabilitas

- - Standar Akuntansi
ransparansi > Pemerintah
Pengawasan /

Gambar 4.1

Kerangka Pemikiran

4.1.2 Definisi Operasional
1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang tetalh ditetapkan secara periodik (SAP, 2010).

Akuntabilitas ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang
terdiri dari 11 item pertanyaan dalam kuesioner yang diukur dengan 5 (lima) point skala likert
yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.
Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai
berikut:

a. Renstrada dan Arah Kebijakan Umum APBD merupakan Dasar dalam pengelolaan APBD

b. Tahapan Pengelolaan APBD melibatkan semua unsur-unsur masyarakat.

o

. Pengelolaan APBD disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.

o

. Kepentingan public dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam

pengelolaan APBD
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e. APBD merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.

f. Indikator hasil kinerja yang akan dicapai di tetapkan dan telah digunakan untuk
mengevaluasi pengelolaan APBD

g. Proses dan pertanggung jawaban APBD diawasi secara terus menerus.

h. Penyajian APBD telah menyertakan informasi masa lalu

i. Dalam mengevaluasi APBD hanya memperbadingkan dengan realisasi /sesungguhnya

j. Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical)
dan kepada masyarakat luas (horizontal)

k. Jaminan pengelolaan APBD merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain
yang disyaratkan dalam pengelolaan APBD

2. Transparansi

Transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasrkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan (SAP, 2010).

Transparansi ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang terdiri
dari 10 item pertanyaan dalam kuesioner yang diukur dengan 5 (lima) point skala likert yaitu:
(1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.
Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai
berikut:

a. Pengumuman pengelolaan APBD kepada masyarakat dapat meningkatkan tranparansi

b. Informasi yang di berikan kepada public selama ini menurut saya tidak dapat
meningkatkan pengeloaan transparansi anggaran

c. Akses untuk memperoleh dokumen pulik tentang APBD mudah diperoleh

d. Akses untuk memperoleh dokumen pulik tentang APBD sulit diperoleh karena birokratis

e. Meskipun suara rakyat/usulan rakyat diakomodasi melalui musrembang, transparansi
publik tentang APBD tetap di manipulasi

f. Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi APBD

g. Laporan pertanggung jawaban tahunan APBD selalu tepat waktu

h. Transparansi APBD dapat mengakkomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat
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i. Pengumuman tentang APBD bisa didapat setiap waktu
j. Pengumuman kebijakan APBD mudah didapatkan oleh publik

3. Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu bentuk pengawsan yang dijalankan eksekutif untuk
menjamin tercapainya tujuan pemerintah, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang terdiri
dari 11 item pertanyaan dalam kuesioner yang diukur dengan 5 (lima) point skala likert yaitu:
(1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.
Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebagai
berikut:
a. Peran penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD.
b. Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka penyusunan APBD
c. Pengawasan APBD dilakukan secara internal dan eksternal

o

. Pengawasan pengelolaan APBD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) secara rutin

e. Pimpinan atau atasan langsung secara rutin menilai kinerja bawahan pengguna APBD

f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara aktif megawasi mekanisme pengolaan
APBD

g. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap
pengelolaan APBD preventip dan reprentip

h. DPRD secara aktif melakukan pengawasan pengelolaan anggaran dengan menugaskan

Badan Pemeriksa Keuangan.

I. Revisi anggaran dilakukan dengan alasan sekala prioritas

4. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP
disusun oleh komite standar yang independen ditetapkan dengan peraturan
pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar akuntansi pemerintah ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen

pertanyaan yang terdiri dari 10 item pertanyaan dalam kuesioner yang diukur dengan 5 (lima)
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point skala likert yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan

(5) sangat setuju. Adapun variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen

pertanyaan sebagai berikut:

a. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

b. Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD menyusun laporan keuangan SKPD yang
bersangkutan.

c. Wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan memerintah adalah
penyampaian laporan keuangan pertanggungjawaban pemerintah.

d. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD selalu dilaksanakan tepat waktu.

e. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin.

f. Dalam reformasi system akuntansi pemerintahan, system pencatatan tunggal (single entry
system) dirubah menjadi system ganda (double entry sytem)

g. Dalam reformasi system akuntansi pemerintahan, pencatatan atas dasar kas (cash-basis)
dirubah menjadi atas dasar actual (modified accrual basis)

h. Tujuan penerapan akuntansi, menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan,
pengengdalian dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD.

i. Laporan keuangan pemerintah disusun netral atau informasi diarahkan pada kebutuhan
umu dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah subyek opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik
dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek peneliti atau responden
(Indriantoro dan Supomo, 2002). Sedangkan sumber datanya adalah primer dari jawaban
kuesioner responden secara langsung yang akan dikirim kepada kantor Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Populasi
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai
karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah

para pengguna laporan kinerja keuangan pemerintahan.
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Sampel

Sampel menurut Indriantoro dan Supomo (2002) adalah sebagian anggota dari
polulasi yang dipilih dengan menggunakan proses tertentu sehingga dapat mewakili populasi.
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode slovin (Sevilla et. al.,
2007).

n = N/[N(e)*+ 1]

dimana,
n : Jumlah sampel
N : Jumlah populasi
e : Batastoleransi kesalahan (error tolerance), nilai presisi 95% atau sig. =0.05

Berdasarkan kriteria di atas didapatkan data sebanyak 100 anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Karyawan bagian keuangan Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah sehingga dengan menggunakan metode slovin (batas toleransi 0,05)
maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 responden.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan menggunakan
instrumen kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Kuesioner tersebut terdiri
dari dua bagian, bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan yang bersifat umum, yaitu
demogafi responden. Bagian kedua berisi sejumlah pertanyaan.

Kuesioner diberikan secara langsung. Responden diminta untuk mengisi daftar
pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya diambil langsung oleh
peneliti. Kuesioner yang telah diisi oleh responden diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner

yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis.

4.4 Model Analisis
Supaya data yang diperoleh bermanfaat, maka diolah dan dianalisis terlebih dahulu
sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif:
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1. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif dalam penelitian ini merupakan analisis yang berdasarkan data
jawaban responden yang masih berupa angka-angka dan kemudian dinyatakan dalam bentuk

uraian prosa sehingga diperoleh gambaran tanggapan responden.

2. Analisis Kuantitatif

Metode analisis kuantitatif merupakan analisis yang lebih berdasarkan pada data yang
dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh (Husein Umar, 1998).
Adapun tahapan dalam metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Uji Regresi Linear Berganda

Analisa data menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel-
variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian dilakukan pengecekan dengan
melakukan plot data untuk melihat adanya data linear atau tidak linear. Regresi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda karena menggunakan satu ariabel
dependen standar akuntansi peemerintah (Y) dan tiga variabel independen akuntabilitas (X1),
transparansi (X;), dan pengawasan (X3). Hipotesis H; — Hs menggunakan uji regresi dengan
tingkat korelasi sebesar 5%. Hy diterima apabila probabilitasnya signifikan <0,05.

Adapun rumus persamaan regresi linear bergandaadalah sebagai berikut:
Y =a+bXi+bXo+ bsXz+e
Keterangan :
X1 : Akuntabilitas
X, . Transparansi

X3 . Pengawasan

Y . Standar Akuntansi Pemerintah
a : Konstan
e . Galat (error terms)
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b. Uji Normalitas dan Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Menguji dalam sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen
atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah
distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas, dapat melihat
grafik Normal P-P plot of Regression Standardized Residual. Deteksi dengan melihat
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik (Santoso, 2001).

Dasar pengambilan keputusan antara lain: (1) jika data menyebar disekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model memenuhi asumsi normalitas, serta
(2) jika data mentebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Model
regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Santoso (2000)
menyatakan bahwa deteksi adanya miltikolinearitas dibagi menjadi 2 yaitu: (a) besaran VIF
dan Tolerancei. Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas adalah mempunyai VIF
disekitar angka 1 dan mempunyai nilai Tolerance mendekati 1, serta (b) besaran korelasi
antar variabel independen. Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas adalah

koefisien antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5).

Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas terjadi jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan
lain terjadi ketidaksamaan. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik scatterplot. Deteksinya dengan
melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y yang telah
diprediksi dan sumbu Y adalah residual yang telah di studendized (Santoso, 2001).
Dasar pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut:
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur
(bergelombang, menyebar), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Gujarati 2003 mernyatakan bahwa deteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji
Glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan residual.

Jika hasil uji Glejser tidak signifikan, maka model regresi tersebut bebas heteroskedstisitas.

Uji Validitas
Validitas adalah suatu yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevaliditasan suatu
instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengetahui item-item yang ada di dalam kuesioner
mampu mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian ini. Signifikan yang digunakan
adalah (a) yaitu:
a. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel), maka pengujian tersebut
dinyatakan valid
b. Apabila r hitung lebih kecil dari r tabel (r hitung < r tabel), maka pengujian tersebut
dinyatakan tidak valid

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji
reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan
berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik
cronbach alpha. Dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien
keandalan atau alpha sebesar: (a) < 0,6 tidak reliabel, (b) 0,6 — 0,7 baik, (c) 0,7 — 0,8 baik,
dan (d) > 0,8 sangat baik (Sekaran, 2003).

Uji Hipotesa
Tujuan pengujian hipotesis yaitu untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang
terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis
dlam proses pengujian data. Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir
aktual dapat diukur dari nilai statistik t dan statistik F:
a. Uji Statistik t
Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual
dlam menerangkan variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah
apakah suatu parameter (31) sama dengan nol, atau:
Ho : B1 =0
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Artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap
variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama
dengan nol, atau:

Ho:B1 #0
Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel
dependen. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5%
(a=0,05), sehingga bila o < 0,05 dan thitung > tianel Maka hipotesis diterima.
Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua ariabel independen secara
bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang
digunakan adalah dengan membandingkan nilai Friung dengan Feper dengan ketentuan
sebagai berikut:

HO =B, B2, Bs...Bx = 0
Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan
terhadap ariabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H,) tidak semua parameter secara
simultan sama dengan nol, atau:

HO = B1 B2 Bs...Bx #0
Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan
terhadap variabel dependen. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf
signifikan 5% (o = 0,05), sehingga apabila o < 0,05 dan nilai Fpiwng > Fraver Mmaka

hipotesis diterima.
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BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Objek Penelitian
5.1.1 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden menunjukkan segala sesuatu yang erat hubungannya
dengan diri responden secara individual. Gambaran umum responden akan memberikan
diskripsi mengenai keadaan dari responden yang didistribusikan pada anggota DPR dan
karyawan Dinas Pendidikan yang semula berjumlah 100 kuesioner dan kembali semua. Dari
kuesioner yang kembali hanya sebanyak 98 kuesioner yang terisikan lengkap semua data diri
responden dan daftar pertanyaannya. Dan 2 lainnya belum terjawab lengkap daftar

pertanyaannya.

5.1.2 Karakteristik Responden Berdasrkan Jenis Kelamin
Pada bagian ini dijelaskan karakteristik responden berdasrkan jenis kelamin yang

ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin Jumlah Prosentase
Laki - laki 51 52,0 %
Perempuan 47 48,0 %
98 100 %

Dari tabel 5.1 terlihat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki — laki
yaitu sebanyak 51 orang atau 52,0% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 47

orang atau 48,0%.
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5.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Pada bagian ini dijelaskan karakteristik responden berdasarkan usia yang ditunjukkan

pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Usia Responden
Pendidikan Terakhir Jumlah Prosentase
< 30 tahun 0 0%

31— 40 tahun 18 18,4%
41 — 50 tahun 48 49,0%
> 51 tahun 32 32,6%
98 100 %

Berdasarkan tabel 5.2 terlihat bahwa sebagian besar responden berusia 41-50 tahun
sebanyak 48 orang atau 49,0% responden yang berusia > 51 tahun sebanyak 32 orang atau

32,6% dan yang berusia 31-40 tahun sebanyak 18 orang atau 18,4%.

5.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Keikutsertaan dalam Pendidikan Pelatihan
tentang Keuangan Daerah
Pada bagian ini dijelaskan karakteristik responden berdasarkan keikutsertaan dalam
pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah yang ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 5.3

Keikutsertaan dalam Pendidikan Pelatihan tentang Keuangan Daerah

Diklat Jumlah Prosentase
Belum Pernah 0 0%
1 kali 1 1%
2 — 3 kali 9 9,2%
4 kali atau lebih 88 89,8%
98 100%

Berdasrkan tabel 5.3 terlihat bahwa sebagian besar responden sering terlibat
keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan tentang keuangan yaitu sebanyak 88 orang atau
89,8%, 2-3 kali yang terlibat keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan tentang keuangan
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daerah sebanyak 9 orang atau 9,2% dan hanya 1 orang atau 1% yang hanya 1 kali mengikuti

pendidikan dan pelatihan tentang keuangan daerah.

5.2 Statistik Deskriptif
5.2.1 Variabel Akuntabilitas
Akuntabilitas diukur dengan 5 skala likert yang dibagi menjadi 11 pertanyaan. Hasil
jawaban dari 98 responden mengenai akuntabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.4
Tanggapan Responden tentang Variabel Akuntabilitas

Perhitungan
; sangat .
No Indiikator tidak t'da!( ragu — ragu setuju sang_at Jml
. setuju setuju
setuju
Renstrada dan arah
1 kebijakan umum
" | APBD mrp dasar dim 33, 66, 100
pengelolaan APBD 0 [ 0% | 0| 0% 0 0% 33 | 7% | 65 | 3% | 98 %
Tanggapan
> pengelolaan APBD
" | melibatkan semua 38, 61, 100
unsur masyarakat 0 0% | 0| 0% 0 0% 38 | 8% | 60 | 2% | 98 %
Pengelolaan APBD
3 disajikan secara
" | terbuka, cepat dan 42, 55, 100
tepat kpd masy 0[0% | 0 | 0% | 2 |[20% ]| 42 | 9% | 54 | 1% | 98 | %
Kepentingan publik
4 dan gol mjd perhatian
" | dan perimbangan 38, 60, 100
pengelolaan APBD 0[0% | 0 | 0% 1 |10% | 38 [ 8% | 59 [ 2% | 98 | %
APBD mrp dokumen
5. | rahasia shg masy tdk 1,0 2,0 34, 59, 100
perlu tahu 1] % | 2 % 3 | 31% | 34 | 7% | 58 | 2% | 98 %
Indikator hasil kinerja
yg akan dicapai
6 ditetapkan dan
" | digunakan utk
mengevaluasi 39, 60, 100
pengelolaan APBD 0|0% | 0 |0% | O 0% 39 [ 8% | 59 [ 2% | 98 | %
Proses dan
7. | pertanggungjawaban 35, 63, 100
APBD diawasi terus 0[0% | 0 | 0% 1 |10% | 3 | 7% | 62 | 3% | 98 | %
Penyajian APBD
8 menyertakan informasi
" | masa lalu 36, 63, 100
0[0% | 0 | 0% | O | 0% | 36 | 7% | 62 | 3% | 98 | %
DIm evaluasi APBD
hanya
9 | membandingkan dg
realisasi 39, 60, 100
0[0% | 0 | 0% | O | 0% | 39 | 8% | 5 | 2% | 98 | %
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Pengelolaan APBD

10 dipertanggungajwab-
kan kpd otoritas Ibh 42, 57, 100
tnggi dan masy luas 0|0% | 0 |0% | O 0% 42 |1 9% | 56 | 1% | 98 | %
Jaminan pengelolaan

11 | APBD mrp kepatuhan 42, 57, 100
thp hukum 0 |0% |0 |0% | O 0% 42 | 9% | 56 | 1% | 98 | %

5.2.2 Variabel Transparansi

Transparansi diukur dengan 5 skala likert yang dibagi menjadi 10 item pertanyaan.

Hasil jawaban dari 98 responden mengenai transparansi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.5

Tanggapan Responden tentang Transparansi

Perhitungan

sangat

No Indikator tidak t|da!< ragu — ragu setuju sang_at Iml
. setuju setuju
setuju
Pengumuman
pengelolaan APBD

1. | kpd masy dpt
meningkatkan 22, 77, 100
transparansi 0 [ 0% | 0| 0% 0 0% 22 | 4% | 76 | 6% | 98 %
Inf yg diberikan kpd

2. | publik spt meningkat- 1,0 42, 56, 100
kan transparansi 1| % 0 | 0% 0 0% 42 | 9% | 55 | 1% | 98 %

3 Dok publik ttg APBD 1,0 44, 54, 100

" | mudah diperoleh 1| % | 0]0% | O 0% 44 1 9% | 53 | 1% | 98 | %
Dok publik ttg APBD

4. | sulit diperoleh krn 1,0 43, 54, 100
birokratis 0[0% ]| 1 % 1 110% | 43 | 9% | 53 | 1% | 98 | %
Transparansi publik ttg
APBD ttp manipulasi

5. | meskipun tlh
melakukan 1,0 1,0 41, 54, 100
musrenbang 1| % |1 % 2 | 20% | 41 | 8% | 53 | 1% | 98 %
Musrenbang dpt

6 mrningkatkan

" | kebijakan transparansi 43, 56, 100
APBD 0[0% | 0 |0% | O 0% 43 | 9% | 55 [ 1% | 98 | %
Lap pertanggungja-

7. | waban APBD selalu 41, 56, 100
tpt waktu 0[0% | 0 | 0% 1 |10% | 41 | 8% | 55 | 1% | 98 | %
Transparansi APBD

8. | dpt meningkatkan 37, 60, 100
susulan rakyat 0 0% | 0| 0% 2 [ 20% | 37 | 8% | 59 | 2% | 98 %
Pengumuman ttg

9 | APBD bisa didapat 39, 100
setiap waktu 0[0% | 0 | 0% | 2 |[20% ]| 39 |80 | 0 |0% | 98 | %
Pengumunan

10 kebijakan APBD
mudah didapatkan 33, 65, 100
oleh publik 0[0% | 0| 0% 1 110% | 33 | 7% | 64 [ 3% | 98 | %
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5.2.3 Variabel Pengawasan

jawaban dari 98 responden mengenai pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pengawasan diukur dengan 5 skala likert yang dibagi menjadi 9 pertanyaan. Hasil

Tabel 5.6

Tanggapan Responden tentang Pengawsan

Perhitungan

sangat

No Pertanyaan tidak t|da!< ragu - ragu setuju sang.at Iml
. setuju setuju
setuju

Peran penuh dim

1. | memberikan masukan 55, 41, 100
penyusunan APBD 0 10% | 0 | 0% 3 31% | 54 | 1% | 41 | 8% | 98 %
Aspirasi masy mjd

2. | dasar dim rangka 60, 30, 100
penysuna APBD 0 [ 0% | 0| 0% 9 9,2% | 59 | 2% | 30 | 6% | 98 %
Pengawasan APBD

3. | dilakukan scr internal 1,0 62, 33, 100
dan eksternal 0[0%]| 1 % 3 [31% | 61 | 2% | 33 | 7% | 98 %
Pengawasan

4 pengelolaan APBD

" | dilakukan oleh APIP 1,0 51, 45, 100

secara rutin 0 0% | 1 % 2 20% | 50 | 0% | 45 | 9% | 98 %
Pinjaman scr rutin

5. | menilai kinerja 1,0 41, 56, 100
bawahan 0[0% ]| 1 % 1 |10% | 41 | 8% | 55 | 1% | 98 %
DPRD scr aktif

6 mengawasi

" | mekanisme 39, 58, 100

pengelolaan APBD 0[0% | 0 | 0% 2 | 20% | 39 | 8% | 57 | 2% | 98 %
Pengawasan yg
dilakukan oleh DPRD

7. | thp pengelolaan APBD
preventip dan 45, 52, 100
reprentip 0[0% | 0 | 0% 2 | 20% | 45 | 9% | 51 | 0% | 98 %
DPRD scr aktif
melakukan

8. | pengawasan
pengelolaan angg dg 62, 31, 100
menugaskan BPK 0[0% | 0 | 0% 6 | 61% | 61 | 2% | 31 | 6% | 98 %

9 Revisi angg dilakukan 62, 32, 100
dg alasan scr prioritas | 0 | 0% | 0 | 0% 5 [ 51% | 61 | 2% | 32 | 7% | 98 %
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5.2.4 Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diukur dengan 5 skala likert yang terbagi

menjadi 10 item pertanyaan. Hasil jawaban dari 98 responden mengenai Standar Akuntansi

Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tanggapan Responden tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Tabel 5.7

Perhitungan

sangat

No Pertanyaan tidak tidak ragu — ragu setuju sangat Jml
. setuju setuju
setuju
SAP mrp persyaratan
yg mempunyai
1. | kekuatan hukum dim
upaya meningkatkan 54, 44, 100
kualitas lap keu pem 0 0% | 0 | 0% 1 10% | 53 | 1% | 44 | 9% | 98 %
Pejabat penata usaha
2. | keuangan SKPD 42, 57, 100
menyusun lap keu 0 | 0% | 0 | 0% 0 0% 42 | 9% | 56 | 1% | 98 %
Woujud transparansi
3 dan akuntabilitas adl
" | penyampaian lap keu 43, 55, 100
pertanggungjawaban 0 0% | 0 | 0% 1 10% | 43 | 9% | 54 | 1% | 98 %
4 Lap pertangungjwbn 42, 57, 100
" | APBD sll tpt waktu 0[0% | 0 |0% | O 0% 42 1 9% | 56 [ 1% | 98 | %
Informasi akuntansi
5. | pemerintah disajikan 52, 46, 100
selengkap mungkin 010% | 0| 0% 1 10% | 51 | 0% | 46 | 9% | 98 %
Reformasi sistem akt
pemerintahan, sistem
6. | pencatatan tunggal
diubah mmjd sistem 53, 45, 100
ganda 0[0% | 0 | 0% 1 |10% | 52 | 1% | 45 | 9% | 98 | %
DIm reformasi sistem
akt pemerintahan,
7. | pencttn atas dasar kas
diubah menjadi dasar 48, 51, 100
aktual 0[0% | 0 | 0% 1 |10% | 47 | 0% | 50 | 0% | 98 | %
Tujuan penerapan akt,
menekankan peranan
angg dim siklus
8 | perencanaan,
pengendalian dan
pertanggungjwbn 46, 51, 100
pengelolaan APBD 0[0% | 0 | 0% | 2 |20% | 46 | 9% | 50 | 0% | 98 | %
9 Lap keu pemerintah 41, 57, 100
disusun netral 0 0% | 0 | 0% 1 10% | 41 | 8% | 56 | 1% | 98 %
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5.3 Analisis Data Kuantitatif
5.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Pengujian Validitas
Uji validitas digunakan untuk untuk mengukur sah atau valid tudaknya suatu
kuesioner. Di bawah ini dijelaskan valid tidaknya kuesioner.
Tabel 5.8
Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

No Indikator TaF:)eI HitF:ng Ket
1 | Pertanyaan 1 0,170 | 0,409 Valid
2 | Pertanyaan 2 0,170 | 0,446 Valid
3 | Pertanyaan 3 0,170 | 0,430 Valid
4 | Pertanyaan 4 0,170 | 0454 Valid
S | Pertanyaan 5 0,170 | 0,204 Valid
6 | Pertanyaan 6 0,170 | 0,396 Valid
7 | Pertanyaan 7 0,170 | 0,393 Valid
8 | Pertanyaan 8 0,170 | 0458 Valid
9 | Pertanyaan 9 0,170 | 0,449 Valid
10 | Pertanyaan 10 0,170 | 0,422 Valid
11 | Pertanyaan 11 0,170 | 0,309 Valid

Berdasrkan Tabel 5.8 diketahui bahwa uji validitas variabel akuntabilitas hasilnya
menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua hasil r hitung pada
indikator akuntabilitas dapat dilakukan langkah perhitungan selanjutnya.

Uji validitas untuk variabel transparansi adalah sebagai berikut:
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Tabel 5.9

Uji Validitas Variabel Transparansi

No Indikator TaRbeI HitEng Ket
1 | Pertanyaan 1 0,170 | 0.369 Valid
2 | Pertanyaan 2 0,170 | 0,403 Valid
3 | Pertanyaan 3 0,170 | 0446 Valid
4 | Pertanyaan 4 0,170 | 0471 Valid
S | Pertanyaan 5 0,170 | 0,444 Valid
6 | Pertanyaan 6 0,170 | 0440 Valid
7 | Pertanyaan 7 0,170 | 0,323 Valid
8 | Pertanyaan 8 0,170 | 0.407 Valid
9 | Pertanyaan 9 0,170 | 0,401 Valid
10 | Pertanyaan 10 0,170 | 0438 Valid

Berdasarkan pada Tabel 5.9 diketahui bahwa uji validitas indikator transparansi
hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua hasil r hitung
pada indikator melebihi r tabel, dengan demikian terhadap masing-masing indikator pada
variabel transparansi dapat dilakukan langkah perhitungan selanjutnya.

Uji validitas untuk variabel pengawasan ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10
Uji Validitas VVariabel Pengawasan

No Indikator Talf)el Hiting Ket
1 | Pertanyaan 1 0,170 | 0511 Valid
2 | Pertanyaan 2 0,170 | 0,496 Valid
3 | Pertanyaan 3 0,170 | 0.403 Valid
4 | Pertanyaan 4 0,170 | 0465 Valid
S | Pertanyaan 5 0,170 | 0456 Valid
6 | Pertanyaan 6 0,170 | 0,329 Valid
7 | Pertanyaan 7 0,170 | 0,291 Valid
8 | Pertanyaan 8 0,170 | 0,364 Valid
9 | Pertanyaan 9 0,170 | 0,370 Valid
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Berdasarkan Tabel 5.10 diketahui bahwa uji validitas indokator pengawasan hasilnya
menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua nilai r hitung pada
indikator melebihi r tabel, dengan demikian terhadap masing-masing indikator pada
pangawasan dapat dilakukan langkah perhitungan selanjutnya.

Uji validitas untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11

Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

No Indikator TaF:)eI HitF:ng Ket
1 | Pertanyaan 1 0,170 | 0,382 Valid
2 | Pertanyaan 2 0,170 | 0,300 Valid
3 | Pertanyaan 3 0,170 | 0,311 Valid
4 | Pertanyaan 4 0,170 | 0,230 Valid
S | Pertanyaan 5 0,170 | 0,208 Valid
6 | Pertanyaan 6 0,170 | 0,335 Valid
7 | Pertanyaan 7 0,170 | 0,322 Valid
8 | Pertanyaan 8 0,170 | 0,326 Valid
9 | Pertanyaan 9 0,170 | 0,267 Valid

Berdasarkan Tabel 5.11 diketahui bahwa uji validitas indikator Standar Akuntansi
Pemerintahan hasilnya menunjukkan valid. Kevalidan data tersebut dibuktikan dengan semua
nilai hasil r hitung pada indikator melebihi nilai r tabel, dengan demikian terhadap masing-
masing indikator pada Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dilakukan perhitungan

selanjutnya.

2. Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari
variabel. Reliabel atau tidaknya suatu kuesioner dilihat dari jawaban responden terhadap
pertanyaan yang diberikan, apakah stabil atau konstan. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika

memberikan nilai cronbach alpha > 0,6.
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Tabel 5.12

Uji Reliabilitas Variabel

. . Nilai Nilai

No Indikator Variabel Cronbach Alpha | Standarisasi Keterangan
1. | Akuntabilitas 0,835 0,6 Reliabel
2. | Transparansi 0,811 0,6 Reliabel
3. | Pengawasan 0,816 0,6 Reliabel

4. | Standar Akuntansi Pemerintahan 0,757 0,6 Reliabel

Su.mber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5.12 diatas dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas, nilai
cronbach alpha sebesar 0,835 > dari nilai standarisasi 0,6. Kemudian pada variabel
transparansi cronbach alpha sebesar 0,811 > 0,6. Pada variabel pengaawasan nilai cronbach
alpha sebesar 0,816 > 0,6. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai nilai
cronbach alpha sebesar 0,757 > 0,6. Oleh karena itu varaibel akuntabilitas, transparansi,
pengawasan, dan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dikatakan reliabel karena

mempunyai nilai cronbach alpha lebih besar dari nilai standarisasi sebesar 0,6.

5.3.2 Uji Normalitas
Uji normalitas menggunakan grafik Normal P-P Plot dengan melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagoal dari grafik. Berikut hasil pengujian normalitas:
Gambar 5.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: SAP

Expected Cum Prob

T T T T 1
090 02 04 0s 13} 10

Observed Cum Prob
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Frequency

Histogram

Dependent Variable: SAP

i

[}

Regression Standardized Residual

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa pada grafik normal plot titik — titik menyebar di

sekitar dan searah garis diagonal dan pada grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang

menceng ke kiri dan tidak normal, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

5.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menggunakan besaran Tolerance dan VIF (Variance Inflation

Factor). Adanya multikolinieritas ditunjukkan dengan nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF <

10. Di bawabh ini adalah hasil perhitungan melalui SPSS:
Tabel 5.13

Uji Multikolinieritas

Coefficients?®

Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 27.914 4.858 5.746 .000
Akuntabilitas .009 .090 011 .098 .922 767 1.304
Transparansi 125 .092 151 1.356 178 735 1.361
Pengawasan .256 .094 .292 2.731 .008 .793 1.260]

a. Dependent Variable: SAP
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Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance (0,767; 0,735; 0,793) > 0,10 dan nilai
VIF (1,304; 1,361; 1,260) < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan ini terbebas

dari problem multikolinieritas.

5.3.4 Uji Heteroskedastisitas
Pendeteksian heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser. Hasil
grafik scatterplot adalah sebagai berikut:
Gambar 5.2

Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: SAP

Regression Studentized Residual
o
Q
o

Regression Standardized Predicted Value

Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa pada pengujian ini tidak terjadi
problem heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari titik - titik yang menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu.
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Tabel 5.14
Hasil Uji Glejser

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta T Sig.

1 (Constant) -.481 2.941 -.164 .870
Akuntabilitas .004 .055 .008 .071 .944
Transparansi .000 .056 -.001 -.010 .992
Pengawasan .056 .057 113 .986 .327

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil uji Glejser pada tabel 5.14 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variebl bebas
yang signifikanmempengaruhi absolut residual dengan tingkat signifikansi 0,05. Jadi dapat
disimpulkan persamaan regresi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

5.3.5 Analisis Regresi Linier Berganda
1. Koefisien Regresi
Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda antara akuntabilitas, transparansi, dan
pengawasan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dengan program SPSS (Statistical
Product and Service Solution) diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 5.15

Koefisien Regresi

Coefficients?®

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta T Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 27.914 4.858 5.746 .000
Akuntabilitas .009 .090 011 .098 .922 767 1.304
Transparansi 125 .092 151 1.356 178 735 1.361
Pengawasan .256 .094 2921 2731 .008 .793 1.260]

a. Dependent Variable: SAP
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Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y =27,914 + 0,009X; + 0,125X, + 0,256 X3 + €

2. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Untuk menentukan pengaruh masing — masing variabel bebas terhadap variabel terikat
digunakan uji t. Nilai t-tabel dengan jumlah observasi 98, variabel bebas 5 dan a=5% sebesar
1,987. Dari hasil pengujian didapat nilai t hitung sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1
dari hasil estimasi variabel akuntabilitas diperoleh nilai thiwng = 0,098 < tiape = 1,987
dengan signifikansi sebesar 0,922 > 0,05. Nilai thiung Yang lebih kecil dari tuane dan nilai
signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan
dengan adanya akuntabilitas yang tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
akan menyebabkan semakin lebih baiknya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
dalam penyusunan laporan keuangan yang telah disajikan di web ditolak.
b. Pengujian Hipotesis 2
Berdasarkan tabel 5.15, untuk variabel transparansi diperoleh nilai thiwng = 1,356 <
tabet = 1,987 dengan signifikansi sebesar 0,178 > 0,05. Nilai thiwng Yang lebih kecil dari
tael dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis yang
menyatakan bahwa adanya transparansi keuangan kepada publik pada Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah akan menyebabkan semakin lebih baiknya penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah disajikan di web
ditolak.
c. Pengujian Hipotesis 3
dari hasil estimasi variabel kemandirian diperoleh nilai thitung = 2,731 > ttabel =
1,987 dengan signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Nilai thitung yang lebih besar dari ttabel
dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis yang
menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh internal maupun
eksternal dalam pengelolaan keuangan di Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan
meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan

keuangan yang disajikan di web diterima.
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3. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan varibel
bebad mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai Fepe dengan n = 98, variabel
bebas = 3 dan a=5% adalah sebesar 2,75. Dari pengujian simultan diperoleh hasil sebagai
berikut:

Tabel 5.16
Hasil Uji F
ANOVA®
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 121.294 3 40.431 5.425 .002°
Residual 700.624 94 7.453
Total 821.918 97

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: SAP

Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai Fpiwung = 5,425 > Franel = 2,75 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Nilai Fhiwung Yang lebih besar dari Frpe dan nilai
signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan
pengawasan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Standar
Akuntansi Pemerintahan.

5.3.6 Analisis Koefisien Determinasi
Untuk menguji besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dapat
diketahui melalui nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square
(R?). Berikut hasil yang diperoleh:
Tabel 5.17
Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate

1 .384% .148 120 2.73010

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: SAP
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Pada tabel 5.17 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai
adjusted R* sebesar 0,120. Hal ini berarti bahwa variasi Standar Akuntansi pemerintahan
sebesar 12% dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sedangkan
88% dijelaskan oleh variabel lainnya.

5.4 Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi yang melakukan analisis tentang hubungan
akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.
1. Akuntabilitas

Hasil pengujian menunjukkan menolak hipotesis bahwa dengan adanya akuntabilitas
yang tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan menyebabkan semakin
lebih baiknya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan
keuangan yang telah disajikan di web ditolak.

Semakin baik akuntabilitas keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,
tidak selalu mengakibatkan lebih baiknya Standar Akuntansi Pemerintahan yang
diterapkannya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan laporan
keuangan yang disajikan di web. Sebaliknya buruknya akuntabilitas keuangan di Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak selalu mengakibatkan buruknya dalam penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal penyusunan laporan keuangan yang disajikan
di web. Kondisi ini terjadi karena banyak pengguna laporan keuangan Dinas Pendidikan
provinsi Jawa Tengah setuju bahwa tahapan pengelolaan APBD melibatkan semua unsur-
unsur masyarakat, tapi justru mereka beranggapan bahwa pengelolaan APBD tidak
disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat dan juga mereka
sangat tidak setuju jika APBD itu merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak
perlu mengetahuinya.

2. Transparansi

Hasil pengujian menunjukkan menolak bahwa adanya transparansi keuangan kepada
publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan menyebabkan semakin lebih
baiknya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan
yang telah disajikan di web.

Semakin seringnya transparansi keuangan kepada publik yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, tidak serta merta mengakibatkan semakin baiknya
Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkannya dalam melakukan penyusunan

34



laporan keuangan yang disajikan di web. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar para
pengguna laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyatakan wujud
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah penyampaian
laporan keuangan pertannggungjawaban pemerintah akan tetapi sebagian mereka
menyatakan bahwa akses untuk memperoleh dokumen publik tentang APBD sulit
diperoleh. Selain itu sebagian mereka menyatakan bahwa akses untuk memperoleh
dokumen publik tentang APBD sulit diperoleh, tapi kenyatannya mereka juga menyatakan
bahwa akses untuk memperolehdokumen publik tentang APBD sulit diperoleh karena
alasan birokatis. Disamping itu mereka menyatakan bahwa musrenbang itu dapat
meningkatkan kebijakan transparansi dalam menyusun APBD tetapi justru sebaliknya
meskipun suara rakyat / usulan rakyat diakomodasi melalui musrenbang, transparansi
publik tentang APBD tetap saja manipulasi. Selain itu mereka beranggapan bahwa
transparansi APBD dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan / suara rakyat, tetapi
kenyataanya malah meskipun suara rakyat / usulan rakyat diakomodasi melalui
musrenbang, transparansi publik mengenai APBD tetap saja melakukan manipulasi
informasi yang disajikan.
. Pengawasan

Dari pengujian didapatkan hasil menerima hipotesis bahwa dengan adanya
pengawasan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal dalam pengelolaan keuangan
di Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan di web.
Kondisi ini terjadi karena pengawasan pengelolaan APBD dilakukan oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah secara rutin dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penglolaan APBD preventip dan reprentip, yang
didukung dengan pernyataan bahwa tujuan penerapan akuntansi, menekankan peranan
angaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban selain itu juga
mendukung bahwa laporan keuangan pemerintah disusun netral atau informasi diarahkan
pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
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6.1

BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

6.2

Varibel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Hal ini berarti baik buruknya tingkat akuntabilitasnya keuangan pada
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak mempengaruhi diterapkannya atau tidak
diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam proses penyusunan laporan
keuangan publik.

Variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan. Hal ini berrati bahwa tinggi rendahnya transparansi keuangan
yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak mempengaruhi
diterapkannya atau tidak diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam proses
penyusuna laporan keuangan publik.

Variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Hal ini berarti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam
penyusunan laporan keuangan di web Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
dipengaruhi oleh ketat tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal dan

eksternal.

Saran
Dari kesimpulan tersebut peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai akuntabilitas,
transparansi, dan pengawasan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan di web.
Bagi penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar dan mencakup
seluruh stakeholder terhadap laporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.
Diharapkan penelitian selanjutnya akan menambah beberapa variabel independen dan
dependen yang lebih kompleks dalam penelitian ini, karena penelitian ini masih sangat
sederhana sekali
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LAPORAN PENGGUNAAN DANA
PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH KOMPETENSI (DOSEN PEMULA) TAHUN ANGGARAN 2013

. Gaji dan Upah

No Pelaksana Jumlah Pelaksana Jumlah Jam/Minggu [ Minggu | Honor/dJam (Rp) | Jumlah (Rp) Pajak Ket
1 |peneliti utama 1 5 30 6,000 900,000 45,000 [PPH 21
2 |anggota peneliti 1 5 30 4,000 600,000 36,000 |PPH 21

Sub Total 1500,000
. Peralatan Penunjang

No Nama Alat Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) Ket
1 |Flash Disk 2 buah 200,000 400,000
2 |DVDRW 5 buah 7,000 35,000
3 |Kalkulator 1 buah 165,000 165,000

Sub Total 600,000
. Bahan Habis Pakai

No ltem Pengeluaran Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) Ket
1 |Foto kopi kuesioner 100 buah 2,000 200,000
2 |Kertas A4 5rim 32,000 160,000
3 |Kertas HVS 2 rim 50,000 100,000
4 [Souvenir 100 buah 8,000 800,000
5 |Materai 5 buah 7,000 35,000
6 |Alat Tulis 105,000
7 |Sewa Komputer 500,000
8 |Software SPSS 1 buah 700,000 700,000
9 |Olah data 600,000
10  [Print 700,000

Sub Total 3900,000




4. Perjalanan

No Item Pengeluaran Jumlah Ket
1 |Perjalanan Diskusi 500,000
2 |Konsumsi Diskusi 700,000
3 [Survey 100,000
4 |Penyebaran Kuesioner 1000,000
Sub Total 2300,000
9. Lain - Lain
No ltem Pengeluaran Jumlah  |Harga Satuan (Rp) [Jumlah (Rp) Ket
1 |Foto kopi proposal 100 Ib 200 20,000
2 |Jilid proposal 3 eks 10,000 30,000
3 |Foto kopi laporan kemajuan 250 Ib 200 50,000
4 |Jilid laporan kemajuan 3 eks 10,000 30,000
5 |Foto kopi laporan akhir 350 Ib 200 70,000
6 |jilid laporan akhir 3 eks 20,000 60,000
7 |PPN 636,364
Sub Total 896,364
Total 9196,364 |
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